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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

 

1. e-Court telah diterapkan di Pengadilan Negeri Atambua sejak bulan 

Desember 2019. Penerapan e-court di Pengadilan Negeri Atambua telah 

dapat menciptakan efektivitas. Hal itu berdasarkan kesesuaian dengan 

tujuan yang diinginkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 

tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman. Keberadaan sistem e-court, 

sebagai terobosan baru mencapai sistem berperkara yang efektif 

memberikan pembaruan yang pesat sebagai kemajuan sistem informasi 

dan juga Hukum Acara, sebagaimana sejalan dengan asas peradilan yang 

menginginkan proses yang sederhana cepat dan biaya ringan bagi 

masyarakat. Kemudahan Penggunaan Aplikasi-Aplikasi yang terdapat 

didalam sistem e- court juga menjadi tonnggak kesederhanaan, serta 

kecepatan proses berperkara yang jauh lebih cepat dari perkara biasa,dan 

juga keringanan biaya yang ditanggung. Penerapan sistem e-court di PN 

Atambua juga didukung dengan penigkatan kualitas SDM para perangkat 

pengadilan , sistem yang lebih transparan dan proses perkara yang lebih 

efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. 

2. Terdapat beberapa hambatan dalam proses beracara secara elektronik 

menggunakan sistem e-court di PN Atambua yaitu : 

 pertama, masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang 

prosedur dalam beracara menggunakan aplikasi e-Court yang juga 

mengakibatkan minimnya pengguna layanan e-litigasi. 

 kedua, yaitu berkaitan dengan layanan e-court itu sendiri dimana sering 

terjadi gangguan yang disebabkan oleh jaringan sehingga 
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mengakibatkan keterlambatan pengunggahan berkas perkara baik dari 

pihak pengadilan maupun dari pengguna terdaftar (advokat).  

 ketiga, berperkara dengan e-Court dibutuhkan fasilitas penunjang yakni 

jaringan internet yang memadai, sedangkan di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Atambua sendiri jaringan internet belum merata 

diseluruh lapisan masyarakat. namun dari hambatan-hambatan tersebut 

pengadilan negeri atambua berusaha untuk mengatasinya agar dapat 

mengoptimalkan penerapan layana e-court di PN Atambua. 

5.2 SARAN 

1. Peneliti  berharap  untuk Mahkamah Agung dapat meningkatkan sistem e-

court dan layanan-layanan dalam e-court agar semakin mempermudah 

proses peradilan,khususnya e-Litigasi lebih di maksimalkan lagi dengan 

cara mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyrakat tahu manfaat 

dari e-Litigasi. 

2. Terhadap hambatan-hambatan yang dialami oleh PN Atambua , peneliti 

menyarankan agar : 

 Bagi Pengadilan Negeri Atambua agar semakin  membuat  aplikasi e-

court    lebih  dikenalkan  lagi kepada  masyarakat  supaya masyarakat  

tahu  betapa  banyak  keuntungan  yang  dapat masyarakat  terima  jika  

menempuh  jalur e-court. 

 Bagi pengguna terdaftar sebaiknya pengiriman berkas perkara 

dilakukan beberapa hari sebelum sidang terlaksana bukan h-1 

sebelum pelaksanan sidang, karena mengingat hambatan yang sering 

terjadi yang berkaitan dengan jaringan 

 Diharapkan agar PN Atambua melakukan csosialisasi secara 

langsung kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah yang tidak 

bisa mengakses internet agar masyarakat tidak kebingungan lagi saat 

ingin beracara di pengadilan menggunakan layanan e-court. 
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